
RABI 

PENDAHULUAN 

Manusia pada umunu1ya mempunyai kehendak dan keinginan yang 

berbeda-beda di dalam pergaulan hidup sebari-bari dengan sesamanya karena 

p:lda prinsipnya manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa bidup scndiri-sendiri. 

Narnun ada kalanya kehendak dan keinginan tersebut antara satu dengan yang 

lainnya sama, sehingga terciptalah pergaulan bidup yam� baik dengan cara 

bekerjasama untuk mencapai tujuan manusia dalam memenuhi kehendak dan 

keinginannya yang lebih baik. Akan tetapi, seringkali juga kehendak dan 

keinginan manusia untuk merusak pergaulan yang baik itu menjadi lebih buruk 

yang berakibat, pada timbulnya pertikaian yang mengganggu keserasian bidup 

bersama antar sesama manusia. Oalam ha! ini orang atau golongan yang kuat 

menindas orang atau goloogan yang lemah untuk meoekanlcan kebendak dan 

keingi!lllJlllya. 

Mengingat keadaan tersebut di atas, agar dalam pergaulan hidup manusia 

·.:tap terjaga dan terpelihara dengan baik. Maka keberadaan hukum sangat penting 

sckali untuk mengatur kehidupan manusia yang satu dengan yang lainnya, yang 

dituangkan melalui peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur, 

pcrbuaian-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan-pcrbuatan mana 

"1D£ harus dihindari.1 Dalam ha! ini penulis mengambil diantaranya perbuatan 

' B.aodinglcan dengan Moeljato, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Rcvisi, Rincka Cipta, 
L:::i:r:a !008. him. 4 )'llllg meoyalakan : adapun ukurannya, perbuatan mclawan hukum yang mana 

aer..i.l.kan scbagai perbuatan pidana. hal itu adalah termasuk kcbijaksaoaan pcmcrintah, yang 
�i oleh berbagai faktor. Blasanya perbutan-perbutan yang muogkin menlmbulkan 
11:'.:;:ic .-mg besar dalam masyarokal diberi sanksi pidana." 
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diatur di dalam Kitab Undang-undang I lukum Pidana2• Akibatn)'a lembaga 

peradilan merupakan tempat orang-oran11, mencari keadilan, disuatu negara hukum 

supaya sendi-sendi hukum yang ada dapat ditegakan secara adil dengan tidak 

pandang bulu. 

Dalam hal masyarakat lndoensia yang telah dengan sengaja atau tidak 

melakukan perbuatan denian sengaja menghilangkan nyawa orang lain maka 

sesuai dengan ketentuan KUHPidana, harus diproses secara hukum mulai dari 

peoyelidikan/penyidikan ditingkat Kepolisian dan penuntutan clitingkat Kejaksaan 

sampai putusan di Lembaga Peradilan. Akan tetapi terkadang dalarn bal putusan 

peradilan tingkat pertama terkadang saogat mengecewakan jauh dari rasa keadilan 

yang diharapkan, climana lembaga peradilan memberi putusan bebas mumi 

•erhadap pelaku kejahatan (terdakwa). Dalam hal putusan bebas mumi oleh 

1'.UHPidana memberikan peluang yang scbesar-besamya kepada Jaksa Penuntut 

Umum3 untuk mengaJukan upaya hukum luar biasa yairu Kasasi Demi 

.epentingan Hukum. 

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana4 upaya hukum yang 

bus dilakukan oleh Jaksa Penunrut Umum (JPU) atas putusan Bebas Mumi 

terbadap Terdakwa di Pengadilan pertarna, tentu saja telah diatur oleh Undang-

zx!.ang yairu Upaya Hukum Luar Biasa Kasasi Demi Kepenti ngan Hukum di 

!\!_..J.,3mah Agung. Akan tctapi, persoalan yang mendasar sekali jika Mahkamah 

�,,, ditingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum menguatkan putusan 

� i"11lan penama. apakah JPU dapat mempergunakan upaya hukum luar biasa 

• �lanJutnya d1smgkat dengan KUHPidana 
�lanjlJtnya disingkat dengan JPU 

• �WlJUln)'a disingkat dengnn KUHAPidana UNIVERSITAS MEDAN AREA




